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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis ( Renstra) Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029 

merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk S (lima) tahun 

kedepan. 

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari tahapan S (lima) tahunan 

guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah 

yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabk.an. Diharapkan 

penyusunan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara terintegrasi, sinergis 

dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional 

dan prioritas daerah yang telah dicanangkan. Serta dapat menjadi baban 

pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Semoga 

dokumen Renstra periode 2025$. 2029 ini dapat memberikan manfaat bagi kita 

Demikian rencana strategis ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan 

rahmat dan karuniaNya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. 

Kuala Tungkal, 27- 0 - 2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

L.I Latar Bela lag 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 

2025-2029 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional 

dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman lima tahunan yang merumusk.an arah 

kebijakan pembangunan melalui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan 

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, guna mendukung 

pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Tahun 
2025-2029. 

Penyusunan Renstra Bapenda Tahun 2025--2029 dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah di 

tcngah dinamika ekonomi, perubahan kebijakan fiskal nasional, serta 

meningkatnya tuntutan layanan publik. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan, 
kemajuan teknologi informasi, dan tuntutan tata kelola yang transparan dan 

ak untabel menjadi tantangan strategis yang perlu diantisipasi melalui perencanaan 
yang terarah, adaptif, dan berkelanjutan. 

Renstra Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merupakan dokumen 

perencanaan jangka menengah yang secara khusus memetakan arah kebijakan dan 

program kerja Bapenda untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi acuan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda dalam mengoptimalkan pendapatan 
daerah, sejalan dengan sasaran pembangunan yang ditetapk.an dalam RPJMD 

2025--2029. 

Penyusunan Renstra Bapenda mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20I4 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

5, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD. 

Renstra Bapenda memiliki nilai strategis dalam mendukung pencapaian 

pembangunan daerah, dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke 

dalam program dan kegiatan yang operasional dan terukur. Dokumen ini menjadi 

dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang konsisten, serta menjadi 
instrumen penguatan kinerja melalui penetapan sasaran dan indikator. Selain itu, 

Renstra berfungsi sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan 

akuntabilitas publik dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga 

evaluasi pembangunan. 

1.2Dasar Hukum 

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, berikut beberapa peraturan perundang­ 

undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu; 

L. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung 

Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu1965 Nomor 50 

Tenbahan Lembaran Negara Nomor 2755) 

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286); 
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20. Peraturan Daerah Provinsi Jarbi Nomor 6 Tahu 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jabi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); 

2L. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jmbi Nome 7 Tahun 2023 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lermbaran Daerah 

Provinsi Jar bi Nomor 7); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor S Tahu 2023 

tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 5); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomar 03 Tahun 2024 

tentang Reneana Tata Ruang Wilaryah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Tahun 2024 Nomor 3) 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1I Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Bart Tahun 2024 Nomor 1D). Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Bart Nomor 3 Tahun 2025 

tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor ). 
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27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahu 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanjung Jabung Barat Tahu 2025 Nomor 5). 

28. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; 

L. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025- 

2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan urusan 

permerintahan yang menjadi kewenangannya selama periode lima tabun 

mendatang. Dokumen ini berfungsi sebagai arah kebijakan dan acuan operasional 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna mendukung pencapaian visi dan 

misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025--2029 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahu 2025-2029 adalah : 

L. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan, program, 

dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapendai 

2. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang konsisten 

dengan arah dan target pembangunan jangka menengah, 

3. Mendorong peningkatan kinerja yang transparan, efekctif, dan akuntabel; 

4. Menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja secara terukur dan 

berkelanjutan. 
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L.4Sistematiks Penulisan 

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut 

BABI PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengena, 
I. Latar Belakang; 

2. Dasar Hukum; 

3. Maksud dan Tujuan; 

4. Sistematika Penulisan; 

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU 

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

L. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah: 

2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan lsu Strategis 

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN 

L. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkcat Daerah; 

2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah ; 

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

L. Rencana Program dan Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, 

Indikator, target dan Pagu Indikatif; 

2. Kinerja Penyelenggara Bidang Ursan 

BAB V PENUTUP 
Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah 

pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap 

perencanan dan pelaksanaan pembangunan berdasark.an urusan 

pemerintahan daerah. 



BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN 
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

2.1. Gambaran Pelayaman Peranglat Daerah 

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 

2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merpunyai tgas 
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang rusan pemerintahan 

Yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan. 

Dalarm melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan 
fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak 

Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan 
Daerah; 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak 

Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan 
Daerah ' 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fugas dukungan teknis 

dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan 

Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah; 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan 

pemerintahan daerah dibidang PBB.P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, 

Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah; 

dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
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L. Sekretariat 

Sekretariat berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Badan, 
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. 

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan 

administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat 

menyelenggarakan fungsi: 

a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program 
dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabiltas kinerja; 

b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian 
meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan 

perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan; 
c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: 

perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil 

Permeriksaan (LHP)y; 

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; 
e. pengelolaan barang milikkekayaan daerah; dan 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 

2. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian 

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan 

Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Pengendalian mempunyai tugas 

merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan 

pendataan, pendaftaran dan pengendalian. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan 
Pengendalian menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan 

rencana kerja di bidang pendaftaran, pendataan dan pengendalian. 

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 

pemantauan dan evaluasi Pendataan Pajak Daerah, pengolahan data wajib 
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Pajak Daerah, memproses mendata, verifikasi lapangan, pendaftaran wajib 
pajak baru, mutasi Objek dan Subjek, keberatan, pengurangan, 
pembetulan, pembatalan objek pajak, merancang konsep NPWPD, NOP, 

pencatatan Daftar Buku Induk Wajib Pajak Daerah dan Buku Perjenis 
Pajak Daerah. 

c. perumusan pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan 

pengawasan 
d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 

pemantauan dan evaluasi dan menyusun daftar Objek Pajak Daerah 

e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, 

pemantauan dan evaluasi pendaftaran, pendataan dan pengendalian; 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 

3. Bidang Penilaian dan Penetapan 

Bidang Penilaian dan Penetapan berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan, bidang Penilaian dan Penetapan dipimpin oleh Kepala 

Bidang 

Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, 

merumusk.an, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penilaian dan 

penetapan 

Dalarm melaksanakan tugas Bidang Penilaian dan Penetapan 
menyelenggarakan fungsi; 

a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan 

rencana kerja di bidang Penilaian dan Penetapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan 

evaluasi verifikasi laporan omzet Wajib pajak Daerah dan penilaian, 

perhitungan dan penetapan pajak daerah penyusunan nilai jual objek 
pajak daerah, penerbitan surat ketetapan, surat keputusan pembetulan, 
surat keputusan pembatalan serta memproses Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), atau SPPT 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan 

Pajak Daerah lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah 
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Nihil (SKPDN), menyusun daftar objek pajak daerah dan menyampaikan 

ke WPD. serta penilaian wajib pajak individukolektif, serta meny iapk.an 

Buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak ); 

b. perumusan penyusunan data pendukung Nilai Jual Objek Pajak 
meliputi: Pembuatan daftar Biaya Komponen Bangunan, Peta 

Zona Nilai Tanah (ZNT), Nomor lndek Rata-Rata Peta Blok dan 
merekam peta kedalam aplikasi smart map; 

c. perumusan dan pelaksanaan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP); 

dan 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

4. Bidag Penagihan dan Keberatan 

Bidang Penagihan dan Keberatan berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan, Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh Kepala 

Bidang. 

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas merencanakan, 

merumusk.an, melaksanakandan mcngkoordinasikan kegiatan penagihan dan 

keberatan. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penagihan dan Keberatan 

menyelenggarakan fungsi 

a. perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan 

rencana kerja di bidang Penagihan dan Keberatan; 

b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penagihan, verifikasi dan 

keberatan; 

c. permusan penyusunan jadwal SPPT,SPTPD,SKPD dan STPD dalam 
penagihan Pajak Daerah; 

d. perumusan pelayanan atas permohonan keberatan pajak dan memproses 
surat keputusan penyelesaian keberatan Wajib Pajak; 

e. perumusan penagihan pajak daerah, penyusunan daftar ketetapan pajak 

daerah yang tidak tertagih (terutang) pada setiap akhir bulan; 
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f. perumusan koordinasi dengan petugas pengelola penerima keuangan 

daerah atas pajak daerah yang ditransfer oleh wajib pajak ke rekening kas 
umum daerah; 

g. perumusan dan mengkoordinir laporan penerimaan Pajak Daerah; 

h. perumusan penyusunan laporan realisasi Pajak Daerah setiap Bulanan, 

Semester dan Tahunan serta pengelolaan dan penyajian informasi pajak 

perumusan, permantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan 

pendokumentas ian kegiatan bidang; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
gasnya. 

s, Bidang Pembukua dan Pengembanga Pendapata 

Bidang Pembukvan dan Pengembangan Pendapatan berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BHadan. Bidang Pembukuan dan 
Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Bidang Pembukuan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas 

merumuskan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi perencanaan pendapatan, 
pembukuan penerimaan pendapatan daerah, pelaporan pendapatan daerah, 

pengendalian, evaluasi, pengkajian potensi, penyuluhan serta pengelolaan sistem 

informasi di bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan. 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembukuan dan Pengembangan 
Pendapatan menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan 

rencana kerja di bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan; 

b. perumusan petunjuk dan pelaksanaan Teknis Fasilitasi dan Koordinasi 

Perencanaan Pendapatan dan penyusunan rencana target penerimaan 
pendapatan daerah; 

c. perumusan petunjuk dan pelaksanaan Teknis, Fasilitasi, Koordinasi dan 

Evaluasi Pengelolaan benda Berharga/Karcis serta penerimaan dana 

tranfer pusat dan Provinsi secara Priodik; 

d. perumusan kebijakan teknis Pembukuan/system akuntansi penerimaan 
pendapatan daerah serta penghimpunan Data bahan penyusunan laporan 
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alas semua jenis penerimaan Pendapatan Daerah, laporan Tunggakan 
serta Piutang pajak Asli Daerah secara priodike; 

e. perumusan kebijakan teknis basil Rekonsiliasi penerimaan Pendapatan 

Daerah secara keseluruhan serta evaluasi realisasi capaian pendapatan 
Daerah setiap bulan; 

f. perumusan dan pelaksanaan petunjuk teknis, Fasilitasi, Koordinasi 

pemantaun dan evaluasi penyusunan pedoman pelaksanaan, norma, 

standar, prosedur penggalian potensi pendapatan, rencana Intensifikasi 

dan ekstensifikasi pendapatan Daerah; 
g. permusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi 

pemantauan dan evaluasi identifikasi potensi sumber sumber Pendapatan 
serta penindakan pelanggaran ketentuan pajak Daerah; 

h. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Teknis, Fasilitasi dan koordinasi 

pengkajian potensi Pendapatan Daerah 
i. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi 

pengelolaan sarana dan prasarana Sistem Informasi yang berbasis 

tehnologi dalam pelayanan pajak Daerah, pengkajian potensi pendapatan, 

promosi pajak Daerah, penghitungan potensi pajak Daerah, sosialisasi dan 

penyuluhan pajak Daerah serta penyusunan draf regulasi PAD; 

j. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, pembinaan 

dan penyelesaian terhadap masalah tunggakan pajak Daerah; 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

B. Sumber Daya Peranglat Daerah 

I. Kondisi Umum Pegawai 

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

sebanyak I14 orang, terdiri dari ASN sebanyak 49 orang dan tenaga 
kontrak honorer sebanyak 65 orang. Jumlah Pegawai Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 2.I 
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Tabel 2.I 
Jumlah Paa wai 

No. Pegawai Jumla (orang) % 
I. ASN 49 42.98 
2 TKS/TKK 65 57.02 

Jumla 114 100,00 

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasark.an 

golongan, pendidikcan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel a 

dan tabel b di bawah ini: 

Tabel a- Jumlah Pegawai berdasarkaGolongan 

Gol PNS CPNS PPP :..:'­ % 

1 . . . . . . 
I 3 . . . 3 7,63 
If 37 . . . 37 3 46 
Iv 4 . . . 4 3.51 

Grade VIII . . 2 . 2 175 
Grade IX . . 3 . 3 2.63 

TKK . . . 65 65 5E Total 44 . 5 65 114 

Tabel b- Jumlah Pegawai berdasrkan lenis Kela rnin 

Jenis Kela i AN otrk ontral um la h % Pend 
Laki-laki 23 . 31 54 46.,61 

Perempua 26 . 34 60 53.39 

Total 49 . 65 114 100,00 

Jumlah pegawai berdasark.an jabatan: 

0) Esselon II B (KepalaDinas) 

2) Esselon III A(Sekretaris) 

3) Esselon III B (KepalaBidang) 

4) Esselon IV A (Kasubag/Kasubbid) 

5) Jabatan Fungsional 

6) Pelaksana 

l orang 

l orang 

4orang 

9 orang 
13 orang 

l6 orang 

Sedangkan klasifikasi berdasarkan pendidikan dan program study 
pegawai adalah sebagai berikut (tabel c dan tabel d) 
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Tabel e - Jumlah P awai berdasarkan Pend idika 
Pendidika PNS CPNS PPP Kantral Jum bah % Dim ==.g 5 - - I 6 5 6 
Strata1 ISL 25 - 3 35 63 55.26 

D4 - - - - - - 
SrjdD 4 - I I 6 5 6 

DI D2 - - - - - - 
SLTA/SMK 10 I 28 39 34,22 - 

SLTP - - - - - - 
SD - - - - - i@is TOTAL 44 - s 65 114 

Tabet d Jumlah Po wai berdasarkan Strata Pendidik 

I 
2 

I-t 
2 ­ - 

l 4 ]5l 
- ] 2 ! 175 - 

6, [nu Pendidila 

t. Peranian 

7,89 

• 
1.7$ 
0.88 

0.88 
2.63 

1.75 

00 

0.88 
0.88 
1.% 
0.8 
0.88 

2719 

r 0ss 

5 

• 
' 2 

' 

' ' 
' 

2 

' , 
4 

' 

' 2 

' ' , 
3l 

4 

4 

' 
' 

' ' ' 

• 

65 

l 

5 

2 

3 

2 

' 

13 

' ' 

' . 

, , 
44 

T 
I • - I 

Se e 
. 

llru Ekonomi Akutansi 
5. llmu Ekonomi 

I. llmu. . . 
2. llmu Sosial 
3. [eu Ekoomni 
4 

es 
8. lheu Administrasi 
9 Jleu Administrasi Publik 
t0. teu Administrasi 

l2. Hukum 
[3. Ileu Korunil.si dan 

aran slam 
4. Telik lnformatika 
15.Kehoe 
16. Keebsten 

[_ paiair 
t Informatik 
2. Telenik Informatila. 

= ekola Dr 
Total 
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TAbel e - Jumlah Pegwai vag e ·ikrti diktat 
Jabat/Staf 

Spam DiLlat PIM [l 

Adam/Adumla Diklat Pim IV 

J umlah 

4 

TOTAL 

Tabel f. Sarna Keri Badan Penda 
URAIAN 

KOMPUTER 
Mini 

PERAL4TAN OLAN RAGA 
• Perla Olah RgLainey (dsoy 

ALAT ANGKUTAN 
- Mii Bos I4 Kcbawah 
• Sepeda Motor 

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 
Global » issem (GPS 
Alt Garis T 

- Alt ul lad lily 
ALAT KANTOR DAN RUMAN TANGGA 
.Mesin Hit Lisle 

- Mesinl 
Leri Arip2Pint 
Lerai Apip Kry 
Lera BesiMet.d 
Rak Bes 
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Leri . 
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. Mesin Tl ' . Bos Plake 0 . Exhause Fan 1o . Kotk Sat 20 - .U....�ANPE.'IANC:A& 

. . - 2 
- LED Teet ' Lr FilProictor 4 . Cera Dita 3 . Mesi Cetk Listri.k Sheet 2 . Mesin Ced.ak Eel oil ' � aciil f . Mierogpt 2 - . Genet ' 

C.Kinerja Penyelenggaran Pelayanan Peranglat Daerah 

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun 

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem 

penyelenggaraan pelayanan. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dihihat pada tabel berikut 
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Berdasarkan Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Realisasi Pendapatan Asli Daerah 
Tahun 2021-2024 menunjukkan peningkatan, dengan capaian yang scbagian besar 

melampaui target tahunan sebagaimana ditetapk.an dalam Renstra sebelumnya. 
Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu diatasi, terkait validitas data 

objek pajak, perluasan basis penerimaan, dan perlunya penguatan sistem data, 

serta strategi ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap potensi pendapatan. Selama 

periode evaluasi, kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan signifikan. 

Nilai lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap tahunnya di atas target yang 

telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan peningkatan efektivitas penyelenggaraan 
pelayanan publik. Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP) juga menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem tata kelola 

pemerintahan, dengan perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang lebih terukur 
dan akuntabel. Meskipun capaian kinerja pelayanan menunjukkan hasil yang baik, 

masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, antara lain validitas data 

objek pajak, perluasan basis penerimaan yang belum tergarap optimal, serta 

perlunya penguatan sister data dan strategi intensifikasi potensi pajak daerah. 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Berdasarkan Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tingkat realisasi 

anggaran relatif tinggi dan mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan program 
dan kegiatan. Rata-rata realisasi anggaran selama empat tahun terakhir mencapai 
lebih dari 90% dari total anggaran yang ditetapkan setiap tabunnya. Alokasi 

anggaran menunjukkan efisiensi yang cukup baik. Namun demikian, meskipun 
tingkat realisasi anggaran tinggi, perlu terus dilakukan peningkatan kualitas 

perencanaan anggaran agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil, 

sehingga kinerja pelayanan publik dapat semakin optimal dan berkelanjutan. 

Capaian Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jwab Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Berdasarkan Tabel 2.4, Capaian Pelaksanaan Urusan yang menjadi 
Tanggung Jawab Badan Pendapatan Daerah, pelaksanaan urusan pendapatan 
daerah menunjukkan hasil yang ckup baik. Indikator utama, yaitu Persentase 

Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah, menunjukkan peningkatan 
signifikan 

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap kinerja pelayanan Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan peningkatan. 
Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan Bapenda dalam menjalank.an 
tugas dan fungsi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal ($PM), meskipun 
masih diperlukan upaya lanjutan dalam peningkatan kualitas data pajak daerah, 

pemanfaatan teknologi, serta optimalisasi potensi penerimaan baru. 

Kelompok sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung arat terdiri dari beberapa pihak utama sebagai penerima manfaat lay anan, 

yaitu 

I. Perangkat Daerah, sebagai mitra koordinasi dalam pengelolaan pendapatan 
daerah, terutama dalam hal retribusi dan sumber penerimaan lain-lain. 

2. Wajib Pajak Daerah, bail perorangan maupun badan usaha, yang menjadi 
pengguna langsung layanan pajak daerah 

3. Masyarakat umum, sebagai penerima manfaat tidak langsung dari 

optimalisasi pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai 

pembangunan dan peningkatan pelay anan publik. 
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2.2. Permasalahan dan lsu Strategis Peraglat Daerah 

A. Permasalaan Pelayana Peranglat Daerah 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan daerah, Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi sejumlah 
permasalahan yang berdampak terhadap efektivitas pencapaian target kinerja dan 
pelayanan publik. Permasalahar-permasalahan ini perlu diidentifikasi secara 

sistematis agar dapat dijadikan dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan 
perencanaan ke depan. 

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut: 

• Rendahya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan. 
Tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan 
masih rendah. Perlunya peningkatan literasi pajak secara masif dan 

berkelanjutan. 

2. Terbatasnya Kapasitas Sumber Daya Manus.ia ($DM). 
SDM pengelola pajak daerah masih terbatas dalam jumlah dan 
kompetensi. Diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan 
peningkatan kapasitas teknis. 

3. Belumt Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Lay anan 

Perpajakan. 
Keterbatasan fasilitas pelayanan, baik dari segi infrastruktur fisik maupun 
digital, menyebabkan belum maksimalnya pelayanan perpajakan kepada 
masyarakat. 

4. Belum Optimalnya Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak 
Daerah 

Upaya untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan masih 
perlu ditingkatkan. Diperlukan pengatan sister pendataan dan 
pemutakhiran data untuk mendukung efektivitas pelaksanaan strategi 
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 

5. Belum Optimalnya Sistem Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak 
Daerah 

Penggunaan sistem teknologi informasi masih menghadapi berbagai 
kendala, seperti keterbatasan integrasi data, belum maksimalnya 
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pemanfaatan digitalisasi layanan, serta minimnya kapasitas teknis 
pengelola. 

6. Belum Optimalnya Kerja Sama Antarinstansi dan Pihak Terkait. 
Sinergi antarperangkat daerah maupun dengan pihak eksternal dalam 

mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum terjalin secara 

optimal. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor untuk 
mempercepat peningkatan pendapatan daerah 

Tabet 2.4 

ldentifikasi Perrasalaha Pelayanan Perangkat Daerah 
beserta faktor-faktor vane rem • ruhinva 

Cai!]Se«Mr FAltor FAktor feelh 
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Mayra.kt 
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0M meroad pegawa SDM 
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fr --Er pihak . 
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4. Strategi . filasi & mtemi filed belur - da dan basis jp endat.a da ifikasi 
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B. lsu Strategis 

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025--2029, 

visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dirumuskan yaitu : 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI 

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah 

pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI, adalah 

sebagai berikut 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERK AH MADANI yaitu Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, 
Harmonis, Mandiri dan Inovatif 

Untuk mencapai visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 3 (tiga) Misi pembangunan daerah 
tahun 2025 - 2029 yaitu: 

L. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial 

yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif 

2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan 

pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan 

Dalam kerangka pencapaian visi dan misi tersebut, Badan Pendapatan 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memegang peranan khususnya dalam 

mendukung misi kedua, yakni berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan 
dan pelayanan publik. Peran ini diwujudkan melalui upaya optimalisasi 
Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan kualitas layanan perpajakan daerah. 

Optimalisasi pendapatan daerah bukan hanya menjadi instrumen fiskal semata, 
tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat kapasitas pembangunan daerah 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah 

dihadapk.an pada berbagai tantangan yang terus berkembang, baik di tingkat 
global, nasional, maupun regional, dapat dilihat dari tabel berikut: 
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Tabel 2.5 
SU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Secaras global, transformasi digital dan tuntutan terhadap tata kelola 

pemerintahan yang cerdas mendorong kebutuhan akan sistem informasi 

perpajakan yang andal, inklusif, efisien, dan aman. Selain itu, Tuntutan terhadap 

transparansi dan akuntabilitas fiskal mnendorong perangkat daerah untuk 

mengelola pendapatan secara berbasis data dan akuntabel, guna mendukung 
pertanggungiawaban publik yang transparan. 

Pada tataran nasional, kebijakan reformasi perpajakan dan penguatan 

kemandirian fiskal daerah mnenjadi salah satu prioritas nasional sebagairmana 
tercermin dalam RPJMN 2025-2029. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk 

mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, meningkatkan efektivitas pengelolaan 

keuangan daerah, serta mempercepat digitalisasi lay anan publik. Namun 

demikian, masih terdapat ketimpangan dalam hal aksesibilitas dan infrastruktur 
teknologi, terutama di daerah tertinggal, perdesaan, dan pesisir. Hal ini menjadi 

tantangan tersendiri dalam perluasan layanan perpajakan berbasis digital yang 
merata dan berkeadilan. 

Di tingkat regional, masih rendahnya literasi dan kesadaran masyarakat 

terhadap kewajiban perpajakan, berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib 
pajak dan pencapaian target peneriraan daerah. Selain itu, keterbatasan validitas 

dan ketersediaan data objek dan subjek pajak menjadi hambatan dalam 

pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi intensifikasi serta ekstensifikasi 

pajak. Permasalahan ini perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya 
manusia dan penguatan infrastruktur teknologi informasi untuk menduk ung 
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penyelenggaraan sistem perpajakan yang lebih modern dan terintegrasi. Di sisi 

lain, sinergi antarinstansi dan pemangku kepentingan, masih perlu ditingkatk.an 
untuk menciptakan kolaborasi yang lebih efektif dalam mendukung upaya 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan dari kondisi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Barat mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus 

dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ke depan. Isu-isu tersebut meliputi: 
L. Perlunya peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pelayanan perpajakan untuk 

mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban 
perpajakan daerah; 

2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan 

pengembangan kompetensi teknis serta permanfaatan teknologi informasi; 
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan 

perpajakan; 

4. Peningkatan efektivitas pelaksanaan strategi intensifikasi dan 

ekstensifikasi pajak daerah. 

5. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi perpajakan 

berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan 
pajak daerah 

6. Sinergi dan kolaborasi antarinstansi serta seluruh pemangku kepentingan 
perlu diperkuat agar mampu menciptakan sistem pengelolaan Pendapatan 
Asli Daerah yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. 

Dengan memahami isu-isu strategis tersebut, Badan Pendapatan Daerah 

menyusun strategi yang selaras dengan arah pembangunan, guna mewujudkan 
pengelolaan pendapatan yang profesional, transparan, dan mampu mendukung 
terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah Madani. 
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BAB III 

TU.JUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN 

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangla Menengah Badan Pendapatan Daerah 

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam 

jangka menengah sebagai penjabaran dari peryataan misi. Tujuan mencermink.an 

target kualitatif organisasi yang menjadi ukuran kinerja atas faktor-faktor kunci 

keberhasilan, serta memberikan arah dalam perumusan sasaran, strategi, dan 

program kerja selama periode perencanaan strategis. 

Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat adalah optimalisasi penerimaan pendapatan daerah sebagai bagian 
dari kontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2025­ 

2029, yaitu: "Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANT, yang 
memiliki makna: 

+ BERKAH: Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, 
Harmonis 

+ MADANE: Mandiri dan berinovasi 

Tujuan kinerja Badan Pendapatan Daerah juga mendukung pencapaian misi 

kedua, yaitu: "Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan 

publik" 

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah tersebut, serta 

untuk mengoptima lkan penerimaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah 

menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang tercantum pada Tabel 3.I. 
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Dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah, Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapan tujuan strategis untuk mengoptimalkan 

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. 

Tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran kinerja berupa meningkatnya Pendapatan Asli 

Daerah, yang diukur melalui indikcator tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 

tahunan. Penetapan target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dalam Rencana 

Strategis Tahun 2025-2030 disusun secara bertahap dan realistis, dengan 

mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, basis pajak dan retribusi, serta potensi 

intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah 

Target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 ditetapkan sebesar 

6,19%,yang mencerminkan dampak awal dari penyesuaian kebijakan fiskal sesuai 

dengan implementasi Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pada tahun­ 

tahun berikutnya, perturbuhan Pendapatan As]i Daerah diproyeksikan stabil dalam 

kisaran 1,50% hingga 2,30% per tahun hingga tahun 2030, penetapan ini mencermink.an 
pendekatan yang realistis dan berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah. 

Penetapan target ini didasarkan pada hasil evaluasi atas capaian periode 

sebelumnya yang menunjukkan fluktuasi angka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, 

serta mempertimbangkan dinamika fiskal yang menuntut penguatan tata kelola dan 
sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah secara lebih efektif dan efisien. 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah juga menjadi indikator kinerja strategis 

perangkat daerah, serta berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal dan 

mendukung pencapaian misi Kepala Daerah, khususnya dalam hal mewujudk.an tata 

kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik 

berkualitas. Seluruh tujuan, sasaran, strategi, dan target tersebut menjadi dasar 

penyusunan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah selama periode 2025-- 

2030, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif, mandiri, dan 

berkelanjutan. 

Penahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran 

perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut: 
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PENAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

INDIKATOR SASARAN TAHAP TAHAP IE TAMAP II TAHAP IV TAMAP V 
2026 2027 20.28 202 20.30 

Tingkat Pertumbuhan 1,50% 1.70% 1,90% 2,10% 2.30% 
Pedapatan Ali Dec.ah 

Nilai Akuntabilitas kKinerja 79,00 79.25 79,50 80.00 80.25 
lnstansi Pererintah (AKIP) 

Nilai Survey Kepuasan 82.20 $2.30 82.40 2.50 82.60 
Masyarakat (SKAM) 

3.2 Strategi dan Arah Kebijalan 

Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara arah kebijakan pembangunan 

daerah dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka diperlukan 

penjabaran arah kebijakan yang bersumber dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 

(NSPK), arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025--2029, 

serta arah kebijakan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah. 

Arah kebijakan ini menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 

merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian Misi I 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Berkah dalam peningkatan tata kelola 

pemerintaban dan pelayanan publik. Melalui operasionalisasi arah kebijakan tersebut, 

Badan Pendapatan Daerah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pendapatan 

daerah yang akuntabel, transparan, dan partisipatif, meningkatkan kualitas pelayanan 
perpajakan yang adaptif, memperkuat kapasitas sumber daya aparatur, serta mendorong 
transformasi digital dalam pengelolaan pajak daerah 

Hubungan antar NSPK, arah kebijakan RPJMD, dan arah kebijakan Renstra 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selengkapnya dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
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Arah kebijakan sebagaimana disajikan pada tabel di atas merupakan penjabaran 
dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025--2029 yang 
terkait dengan Misi LI, yaitu Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan 
pelayanan publik. 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai perangkat daerah yang memiliki 
tugas pokok dalam pengelolaan pendapatan daerah, menetapkan arah kebijakan dan 

strategi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola pendapatan daerah yang 
akuntabel, transparan, serta berbasis kinerja. Seluruh kebijakan tersebut dirumusk.an 

untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Bapenda, yaitu optimalisasi Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) 
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BAB IV 
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINER.JA 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan 

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis 

(Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 

2025-2030 merupakan proses sistematis dari tujuan, sasaran, outcome, dan 

output, sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan pembangunan daerah. 

Program merupakan himpunan kegiatan yang terorganisasi dan saling 

mendukung dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah. Setiap 

program disusun secara terarah dengan mempertimbangkan indikcator capaian 

kinerja yang relevan, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan 

pembangunan daerah. 

Kegiatan merupakan bagian dari program yang lebih spesifik dan 

operasional, dirancang untuk menghasilkan keluaran (output) yang dapat diukur. 

Kegiatan dilaksanak.an oleh unit kerja di bawah koordinasi Perangkat Daerah, dan 

menjadi penghubung antara rencana strategis dan implementasi teknis di 

lapangan. 

Subkegiatan merupakan unit terkecil dalam struktur perencanaan yang 

mendukung pencapaian keluaran kegiatan. Untuk setiap subkegiatan dirinci: 

Kinerja Subkegiatan, yaitu hasil yang ingin dicapai; 

Indikator Kinerja, sebagai tolok ukur pencapaian; 

Target Tahunan, sebagai sasaran capaian per tabun; 

Pagu lndikatif, yaitu alokasi anggaran estimatif sebagai dasar perencanaan 

keuangan jangka menengah 

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang dimuat dalam Renstra ini menga 

pada nomenklatur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Neger 

Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikcasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta 

pemutak hiran yang berlaku. 
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Dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam tindakan 

nyata yang dapat diukur dan dilaksanakan setiap tabun, disusunlah dattar 

program, kegiatan, dan subkegiatan. Struktur ini dirancang secara sistematis untuk 

memastikan bahwa outcome dan output dapat dicapai secara bertahap dalam 

periode 2025--2030. 
Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan, dan selanjutnya menjadi 

subkegiatan yang lebih operasional. Outcome merepresentasikan perubahan atau 

dampak yang ingin dicapai dari suatu program, sedangkan output menggam bark.an 

produk langsung atau hasil dari subkegiatan yang dilaksanakan. Adapun 

program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Bapenda selama periode 

Renstra ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan menyajikan 

rincian rencana program, kegiatan, subkegiatan dan pendanaan beserta 

outcome, output, indikator kinerja, target akhir, dan pagu indikatif sebagai acuan 

pelaksanaan tahunan selama periode Renstra. Rincian ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa setiap subkegiatan dapat dievaluasi secara objektif dan 

terukur 

4.2Kinerja Penyelenggaraan Bidang Ursan 

Program prioritas pembangunan daerah ditetapkan sebagai arah kebijakan 

utama selama periode perencanaan. Subkegiatan prioritas disusun untuk 

memastikan keterlaksanaan program prioritas pembangunan daerah secara efektif 

dan terukur. 
Daftar berikut memuat subkegiatan prioritas yang menjadi bagian integral 

dalam pencapaian sasaran strategis daerah 
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TABEL 4.4 
DAFTAR SUBKEGIA TAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA 
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A. Indikator Kinerja Utama (IKU) 

IKU merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam 

RPJMD dan Renstra. IKU Badan Pendapatan Daerah disusun untuk 

mencerminkan kontribusi terhadap target pembangunan daerah. 

Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta 

target tahunannya 
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B. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 
Dalam rangka menjamin terukumnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan ndikator Kinerja 

Kunci (IKK). IKK merupakan alat ukur teknis yang secara langsung berkaitan 

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja penyelenggaraan urusan setiap tahun. 

Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah beserta 

target tahunannya 
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Penyusunan dimulai dari Tahun 2025 hingga 2030. Tahun 2030 merupak.an 

fase transisi strategis dalam rangka menjaga kesinambungan arah pembangunan. 

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun tersebut bukan hanya 

pelengkap akhir dari siklus Renstra, tetapi merupakan landasan penting dalam 

penyusunan Renja dan perencanaan jangka mencngah periode berikutnya. 

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra ini diharapkan 

mampu mendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta memberikan 

dampak nyata bagi peningkatan kualitas laryanan publik dan kesejahteraan 

masyarakat. Pendekatan berbasis kinerja yang dilengkapi dengan indikator, target, 

dan pagu indikatif menjadikan dokumen ini sebagai dasar yang kuat dalam 

pelaksanaan, evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis selama periode 

2025-2029. 
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BABV 

PENUTUP 

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Tahun 2025--2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka 
menengah perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis 
Bapenda. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Tahun 2025-2029. 

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung 
jawab. Penvusunannya ditujukan untuk mendulung pencapaian tujuan 
pembangunan daerah melalui peningkatan kinerja pendapatan asli daerah. Badan 
Pendapatan Daerah berkomitmen menjalank.an strategi yang adaptif dan 

kolaboratif, dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik. 

Pelaksanaan Renstra akan dievaluasi secara berkala guna memastikan 

keselarasan dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Evaluasi 

ini menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam implementasi program dan 

kegiatan. Dengan pelaksanaan yang tepat dan terarah, Renstra ini diharapkan 
mampu mendorong optima lisasi pelayanan publik serta mendukung pembangunan 
daerah yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan kewenangan pemerintahan 
daerah yang tertib, terukur, dan akuntabel. 

Kuala Tungkal, 7- - 2025 
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